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ABSTRAK

Konstitusi Indonesia mengatur pemisahan kekuasaan sesuai dengan
konsep Trias Politica, numun konsep konstitusi di Indonesia tidaklah sempurna.
Pemisahan kekuasaan menjamin check and balance, sedangkan pembatasan masa
jabatan menjamin kekuasaan tidak bercokol terlalu lama untuk menghindari
kekuasaan yang absolut. Indonesia sama sekali tidak mengindahkan konsep
pembatasan, ditunjukan dengan tidak dimilikinya pembatasan masa jabatan
anggota legislatif, hal itu jelas melanggar ide negara hukum. Sehingga seseorang
bisa berkali-kali menjadi anggota legislatif, tanpa adanya batasan periode yang
jelas. Berbeda dengan cabang kekusaan negara lainnya seperti eksekutif dan
yudikatif, semuanya memiliki periodesasi masa jabatan. Hal itu menimbulkan
sebuah kerancuan apakah lembaga legislatif luput dari perubahan konstitusi kala
diamandemen, ataukah memang tidak terlalu urgen.

Penelitian memakai studi pustaka, yang mengumpulkan bahan-bahan dari
literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hingga jurnal yang
berkaitan. Nantinya diolah dalam model penelitian kualitatif yang mengutamakan
analisis kata-kata daripada statistik numerik, sedang kepenulisannya
menggunakan corak deksirptif analitis yang mengutamakan penalaran dan
penjabaran secara mendalam dalam kepenulisan. Adapun kerangka terori
menggunakan tinjauan maslahah murshalah, tinjauan politik hukum Islam, dan
tinjuan pembatasan kekuasaan.

Hasil penelitian megerucut kapada sebuah kesimpulan bahwa sangat urgen
dibuatkan ketentuan batasan periodesasi masa jabatan legislatif. Hal ini
dimaksudkan agar menjamin equality before the law dan mempertahankan ide
munculnya negara, serta korelasinya dengan negara hukum yaitu menjamin
perlindungan hak asasi lewat pembatasan kekuasaan. Sedangkan pandangan
maslahah murshalah kualitas anggota legislatif akan terjamin bila jabatan
dibatasi, sebab dengan durasi waktu yang singkat akan membuat anggota legislatif
bekerja lebih optimal. Selain itu tidak adanya periodesasi masa jabatan pada
lembaga legislatif akan mengambil kesempatan bagi orang baru untuk mewakili
daerah pilihnya di lembaga tersebut. Sehingga sangat dzalim dan batil bila
kekuasaan tidak dibatasi, untuk kemaslahatan bersama sebaiknya lembaga
legisatif dibatasi agar menjamin hak orang lain dari kekuasaan yang absolut.

Kata Kunci : Legislatif, Periodesasi, Pembatasan, Jabatan, Maslahah
Mursalah



ABSTRAC

The Indonesian constitution regulates the separation of powers according
to the Trias Politica concept, however the concept of a constitution in Indonesia is
not perfect. The separation of powers guarantees checks and balances, while the
limitation of term of office ensures that power does not linger too long to avoid
absolute power. Indonesia does not heed the concept of restrictions at all, it is
shown by not having a limitation on the term of office of members of the
legislature, this clearly violates the idea of a rule of law. So that a person can
repeatedly become a member of the legislature, without a clear period limit.
Unlike other branches of state power, such as the executive and judiciary, all of
them have a period of tenure. This raises a confusion as to whether the legislature
was spared the amendment to the constitution when it was amended, or whether it
was not really urgent.

The research uses a literature study, which collects materials from the
literature such as legislation, books, and related journals. Later it will be processed
in a qualitative research model that prioritizes word analysis rather than numerical
statistics, while the writing uses an analytical descriptive style that prioritizes in-
depth reasoning and elaboration in writing. The theoretical framework uses a
review of maslahah murshalah, a review of the politics of Islamic law, and a
review of the limitation of power.

The results of the study converge to a conclusion that it is very urgent to
make provisions for the periodization of the legislative term of office. This is
intended to ensure equality before the law and maintain the idea of the emergence
of the state, as well as its correlation with the rule of law, namely guaranteeing the
protection of human rights through limiting power. While the view of maslahah
murshalah, the quality of legislative members will be guaranteed if positions are
limited, because with a short duration of time it will make legislative members
work more optimally. In addition, the absence of a period of tenure in the
legislature will take the opportunity for new people to represent their chosen
regions in the institution. So it is very oppressive and vanity if power is not
limited, for the common good, legislative institutions should be limited in order to
guarantee the rights of others from absolute power.

Key World : Legislative, Periodization, Position, Maslahah Mursalah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

_J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 5

{ PERNE TR AN SR I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

G ." Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Muhammad Nurisman
NIM : 18103070009
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungglmnza, bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan
merupakan hasil penelitian/ karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk
‘sumbernya sebagai sebagai acuan rmukugd:lnmpenulisnmknh skripsi ini. dan bebas dari

Scanned by TapScanner



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

IRQE_J KEMENTERIAN AGAMA
g’{\f‘g{UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
- FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Dlm Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Nurisman

NIM : 18103070009

Judul Skripsi : Urgensi Pembatasan Periode Masa Jabatan Legislatif Republik
Indonesia Prespektif Maslahah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/Program
Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta , 22 Juli 2022
Mengetahui:

Pembimbing,

NIP. 19630131 199203 1 004

Scanned by TapScanner



25 KEMENTERIAN AGAMA

&34

S UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
dl‘o FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1441/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul :KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN PERIODE MASA JABATAN
MPR.DPR.DPD.DAN DPRD REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURISMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070009

Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Drs. M. Rizal Qosim. M.Si.
SIGNED

Valid [D: 63089152595

- Yogyakarta. 12 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum

% Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.. M.Hum.
=% SIGNED

11 31/08/2022

Vi



MOTTO

“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan

batu, tetapi membalasnya dengan buah.”
Abu Bakar As Siddiq

“Dua hal yang menentukan kualitasmu: Kesabaraanmu ketika kamu tidak

memiliki apapun dan sikapmu ketika kamu memiliki segalanya.”
Umar Bin Khatab

“Pengetahuan lebih baik dari pada kekayaan, Pengetahuan akan

Melindungimu sedangkan kekayaan harus kamu lindungi.”
Usman Bin Affan

“Jadilah Seperti Bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada

tangan yang telah merusaknya.”

Ali Bin Abi Thalib
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara
garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
<@ Ba’ B be
< Ta’ T te
& Tsa’ P es (dengan titik diatas)
d Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik dibawah)
& Kha’ Kh Ka dan ha
K] Dal D de
3 Zal z ze (dengan titik diatas)

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama




J Ra’ R er

3 Zai z zet

o Sin S es

g™ Syin Sy Es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
§%) Za’ Pa zet (dengan titik dibawah)
g ‘ain p Koma terbalik di atas

£ Gain G ge

- Fa’ F ef

a Qaf Q qi

| Kaf K ka

Jd Lam L ‘el

a Mim\ M ‘em

%) Nun N ‘en

K) Wau w w

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
5 Ha’ H ha




Hamzah

apostrof

G

Ya’

ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

3adxia Ditulis Muta’addidah
e Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
YN Ditulis Hikmah
ile Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

sLl gYal_S

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Xi




hallsls

Ditulis

Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

Cxd Fathah ditulis a
fa’ala
SA Kasrah ditulis i
zukira
Ay Dammah ditulis u
yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah+alif Ditulis a
alals ditulis jahiliyyah
Fathah+ya’ mati Ditulis a
(satl ditulis tansa
Kasrah+ya’ mati Ditulis i
aS ditulis karTm
Dammah-+wawu mati Ditulis u
Uag i ditulis furad
F. Vokal Rangkap
Fathah+ya’ mati Ditulis ai
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ASiu ditulis bainakum
Fathah+wawu mati Ditulis au
J 58 ditulis qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ez;ﬁ

Ditulis

A’antum

S Al

Ditulis

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf J!, namun

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf

Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

oAl

Ditulis

Al-Qur’an

ol

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.
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Lol Ditulis As-Sama’

el Ditulis Asy-Syams

I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

s Al g3 Ditulis Zawi al-Furad
a0 Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J.  Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah
huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :
OIAN 4 O30 Al lan ;e Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-

Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

Xiv




Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya,

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebaginya,

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, taufigm Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

R s Aaial s Al e 5 (Gtuyalls s canal e AUy BSUally Gallall i) 4 das

35 Gl cpll ol ) oladly
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indoensia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam
penyelenggaraan negaranya dimana yang berarti dari rakyat untuk rakyat dan oleh
rakyat dan terbagi atas Trias Politica® yaitu terdiri dari lembaga eksikutif,
legislatif, dan yudikatif. Kekuasan Eksekutif diduduki oleh (presiden/wakil
presiden dan kepala daerah) kekuasaan legislatif ini duduki oleh Dewan
Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR), dan kekuasaan yudikatif terdiri dari
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, dimana ketiga
kekuasaan tersebut dipilih dalam kurun waktu 5 tahun sekali yang dipilih oleh

rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.?

Setalah pasca reformasi konstitusi Indoneisa banyak yang berubah UUD 1945
berkembang pesat, dari 1.393 kata kemudian setelah diamandemen empat kali
menjadi 5.915 kata. Perubahan jumlah ayatnya 300% dan jumlah kata 400% itu
artinya bisa dikatakan menjadi konstitusi baru.? Political will pemerintah terhadap

sistem demokrasi sangat terlihat dan bergairah dengan perubahan besar-besaran

! Librayanto Romi, Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indoneisa: Kekuasaan
Presiden antara tak terbatas dengan tidak terbatas. (PUKAP-Indonesia: Makasar,2008, him.27.

? Beberapa catatan MA, MK, dan KY dipilih rakyat secara tidak langsung lewat lembaga
yang mewakili seperti MA diusulkan oleh KY dan disetujui DPR ketika hendak diangkat menjadi
hakim agung dan hakim ad hoc. Sedangkan KY dilantik dan diberhentikan Presiden. (UUD NRI
1945)

® Walaupun kita mengenal konsep adendum yang tidak menghilangkan teks aslinya.
Adendum adalah perubahan konstitusi yang tidak menghilangkan teks aslinya.



dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif. Salah satu keberhasilannnya
ialah mengamendemen Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur periode masa jabatan
presiden dan wakil presiden, namun sayangnya dalam masa jabatan legislatif
tidak memiliki batasaan berapa periode seorang anggota DPR boleh mencalonkan
diri kembali. Berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) dalam UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dari (poin a-p) tidak ada persyaratan mengenai bakal
calon dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum berikutnya, apabila
sudah terpilih dua kali atau lebih. Tidak ada pengaturaan yang menyebutkan
dalam persyaratan bahwa calon anggota legislatif yang pernah menjabat sebagai
anggota legislatif selama 2 (dua) periode tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti

halnya pembatasan masa jabatan presiden.

Begitu juga yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (MD3) yaitu pada Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5) Pasal 318
ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) menyebabkan anggota legislatif dapat terpilih
berulang kali, frasa “dan akhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/kota yang
baru mengucapkan sumpah/janji”, bahkan tafsir tersebut menjurus kepada
pengertian “tidak ada pembatasaan terhadap masa jabatan DPR, DPD, DPRD,

Provinisi dan DPRD Kabupaten/kota”.

Pembatasaan periode jabatan anggota legislatif kita sangat relavan karena
kondisi Partai Politik (parpol) sebagai sumber rekrutmen cukup bermasalah,

masalah parpol bisa digambarkan dengan praktek oligarki yang membuat parpol


https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121709/uu-no-13-tahun-2019

serasa milik pribadi atau keluarga, parpol akan semakin merasa sangat berkuasa
melalui anggotanya di parlemen yang merupakan orang-orang dekat atau bahkan
kerabat pemilik elite parpol. Parpol yang oligarkis selalu menutup ruang bagi
kehadiran wajah baru yang sangat mungkin akan menganggui iklim parpol yang
oligarki. Jabatan anggota legislatif sama seperti jabatan publik lainnya yang
diproleh melalui mekanisme pemilu, sehingga apapun alasannya jabatan itu harus
dibatasi demi mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan atau jabatan dan
regenerasi. Pembatasan periode Kkerja legislatif sama pentingnya dengan
pembatasaan masa jabatan presiden dan wakil presiden agar mencegah

keabsolutan dan penyelahgunaan kekuasaan.

Tuntutan pembatasaan periode masa jabatan legislatif menjadi perlu
dikarenakan melihat keadaaan Indoneisa saat ini yang tidak memiliki batasan
periode terhadap lembaga tersebut. Tidak adanya kemajuan dalam pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan lembaga legislatif saat ini tidak
memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja hal tersebut sejalan dengan
pandangan Giovanni Sartori yang mengatakan, masalah dalam sistem
pemerintahan presidensil bukan terletak di lingkungan kekuasaaan eksekutif,

tetapi lebih pada kekuasaan legisltaif.*

Kekuasan punya kecendurungaan untuk bertindak dominan, menguasai dan

mempengaruhi agar kekuasaan itu kokoh serta mempertahankan kekuasaan. Oleh

*Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Raja Grafindo Persada 2010) him.42.



karena itu hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan yang ada dalam negara.’
Terlihat dalam pemilihan DPR-RI 2019-2024 wajah-wajah dan nama-nama baru
anggota DPR terlantik, dari 575 anggota DPR yang baru dilantik, 298 orang atau
50,26% merupakan wajah lama. Tidak dibatasinya masa kerja anggota legislatif
juga menyebabkan tidak terjadinya regenerasi sehingga tidak berkembang.
Dengan dibatasinya periode masa kerja legislatif, hak-hak konstitusional setiap
warga negara dapat diberikan, kita akan mendapatkan tenaga-tenaga dan pikiran-
pikiran yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa negeri ini kearah
yang lebih baik sehingga, Indonesia sebagai negara hukum yang dikembangkan

bukan absolute rechtstaat melainkan democratische rechtstaat.®

Beberapa tahun kebelakang banyak kasus korupsi terjadi di badan legislatif,
baru-baru ini para anggota legislatif DPRD Sumatara Utara periode 2009-2014
dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi
(KPK) jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 38 orang korupsi dilakukan secara
berjamaah, ditahun 2018, 19 tersangka dari DPRD Kota Malang terjerat korupsi
dalam kasus suap APBD-P, jika ditarik kebelakang lagi kasus korupsi sejatinya
tak hanya sekali dua kali saja terjadi dikalangan anggota legislatif, kasus
Hambalang, kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur BI, dan skandal
proyek E-KTP juga bikin penjara penuh dengan tersangka korupsi. Hal ini
memberikan pandangan bahwa anggota legislatif saat ini tidak memiliki batasan

periode masa jabatan yang sangat rentan terkena korupsi. Idealnya, seseorang

5 Miriam Budiarjo, Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo, 1993), him.214.

® Jimly Asshiddigie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan
Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015, hIm.153.



yang terus-menerus dalam posisi lebih lama akan terbuka untuk melakukan
kejahatan. Karena mereka sudah memahami seluk-beluk birokrasi untuk mengelak
dan bersiasat. Meski suara politik tanah air semakin meningkat menuju tatanan
yang lebih demokratis, pemulihan demokrasi hanya sebatas kekuasaan eksekutif
(presiden-wakil presiden dan kepala daerah). Terbukti, proses amandemen
konstitusi tahun 1999 hingga 2002 tidak menyentuh penetapan masa jabatan di
lembaga legislatif. Sehingga pada tahun pemilu 2019, masih ada tokoh senior
yang mengadu nasib dengan mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Tjahjo
Kumolo dan Popong Djundjunan adalah bukti nyata hegemoni legislator senior

yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode.

Aturan pembatasaan periode masa jabatan legislatif bermanfaat untuk
mengahasilkan anggota legislatif yang serius bertugas untuk negara dan sebagai
wakil rakyat, bukan sekedar menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan pribadi
dan keluarganya. Karena dengan dibatasinya periode jabatan legislatif minimal
akan membatasi pikiraan calon anggota legislatif bahwa menjadi anggota legislatif
adalah sebuah pengabdian selama lima tahun dan selesai diakhir masa periode,
bukan sebuah kekuasaan absolut yang dapat dinikmati sampai tua tanpa adanya
peraturaan yang membatasi masa jabatan. Penelitian ini perlu dilakukan karena
pembatasaan masa jabatan anggota legislatif, paling tidak diatur berapa lama

anggota legislatif dapat menjabat, meskipun tidak sama dengan masa jabatan



eksekutif dan yudikatif mengingat eksekutif dan yudikatif merupakat sebuah

jabatan yang tidak merangkap secara universal atau banyak orang.’

Maslahah Mursalah dipakai sebagai pisau analisis dalam pembuatan skripsi
ini. Prespektif ini dirasa tepat oleh penulis karena dalam menemukan jawaban
terkait bagaimana peran negara dan rakyat terkait pembatasan periode masa
jabatan badan legislatif republik Indonesia agar dapat mencipatkan kemaslahatan.
Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya
memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara’. Dalam hal ini
penulis menitik beratkan pada bagaimana kegentingaan dan sangat dibutuhkannya
pembatasan masa jabatan badan legislatif demi menciptakan kemaslahatan.
Karena dalam kaidah maslahah mursalah ini memberikan pemahaman bahwa
dalam menetapkan suatu kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan.

Pasca persoalan ini maka sangat menarik jika dibahas lebih terperinci oleh
karena itu, pembatasan periode masa jabatan ini perlu diterapkan kepada anggota
legislatif hanya untuk dua kali masa jabatan melalui amandemen konstitusi, revisi

UU MD3, dan revisi UU Pemilu dan dilihat Secara Maslahah Mursalah nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji

dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pembatasan Periode Masa

’ Bintan R. Saragih, Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan
Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung:
Universitas Padjadjaran Bandung, 1991), him. 108.



Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif

Maslahah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagiamana konstitusionalitas pembatasan periode masa jabatan
MPR,DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia?
2. Bagaimana pandangan maslahah mursalah terhadap pembatasaan periode

masa jabatan MPR,DPR, DPD, dan DPRD Republik Indoensia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui konstitusionalitas pembatasan periodesasi masa
jabatan MPR,DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia.

b. Untuk mengetahui pandangan maslahah mursalah terhadap
pengaturan pembatasaan periodesasi masa jabatan MPR,DPR, DPD,
dan DPRD Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis (Keilmuaan)
Pembahasan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan
dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya dibidang ilmu
hukum tata negara bagi pembaca mengenai kedudukan lembaga
legislatif dalam ketatanegaraan Indonesia dan juga sebagai bentuk
kontribusi dalam pengembangaan ilmu hukum syariah, tentang
urgensi pembatasan periode masa jabatan legislatif republik Indonesia

prespektif maslahah mursalahah.



b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi solusi bagi
semua kalangan masyarakat, akedemis, dan mahasiswa karena masa
jabatan lembaga legislatif belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan secara rinci dan tentunya juga dilihat dari maslahah

mursalah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang urian dan penjelasaan sistematis mengenai
hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan memiliki
keterkaitaan dengan penelitian yang terdahulu.® Penelitian yang dilakukan oleh
penulis merupakan penelitian berbasis data pustaka.Telaah pustaka ini berfungsi
untuk menemukan state of the art yang berisi uraian gap analysis dan novelty.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Muhammad Addi Fauzani Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta yang berjudul Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca
Reformasi adapaun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana
pengaturaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem
Ketatanegaraan Indoensia Pasca Reformasi; 2) Bagaimana desain penataan ulang
hak angket DPR sesuai dengan Ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.

Penelitian yang diteliti dalam karya ilmiah ini meneliti Undang-undang Nomor 22

8 Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisaan Skripsi Mahasiswa
(Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah pres,2009), him 3.



Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 sekaligus implementasi setiap undang-undang terhadap kasus
yang terjadi dalam soal angket sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah pada
urgensi legislatif dalam hal periode masa jabatan dalam prespektif Maslahah

Mursalah.®

Skripsi karya Nora Afiza Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Konsepsi Ideal Kewenangan
Legislasi DPD RI (Kajian Perbandingan dengan Negara Brazil dan Amerika
Serikat). Skirpsi ini menjelaskan tentang Perbandingan kewenangan DPD R,
Senat Brazil dan Amerika Serikat yaitu senat memiliki kewenangan bertanggung
jawab untuk mengusulkan, berdebat dan menyetujui Undang-Undang, Sedangkan
di Indonesia yang berhak memberi persetujuan kepada lembaga legislatif adalah
DPR. Senat dan DPD memiliki persamaan adalah sama-sama berasal dari
perwakilan daerah atau Negara bagian dan merupakan kamar kedua dalam
struktur Legislatif. Sedangkan dalam penelitian yang teliti penulis lebih kepada
bagaimana urgensi periode masa jabatan legislatif prespektif Maslahah Mursalah
nya secara menyeluruh dan tentunya kemanfaatan bagi masyrakat Negara

Indonesia apabila masa jabatan yang periodenya dibatasi.

Skripsi karya Zamharir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh. dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan Ahl Al-Hall Wa AL-Aqd Menurut Prespektif Figh Siyasah

 Muhammad Addi Fauzani, “Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi ”, Skripsi, Fakultas Huku,
UllI, 2018.



(Kajian Pemikiraan Abu Al’Ala Al-Maududi).® Tulisaan ini berisi tentang sudut
pandang pemikiraan Abu Al-A’la Al- Maududi tentang konsep Ahl Al-Hall Wa
Al-Agd dan Posisi lembaga dewan perwakilaan rakyat republik Indoneisa dapat
disertakn dengan konsep Ahl Al-Hall Wa Al-‘A¢d yang dikemukan Abu Al-A’la al
Maududi dalam tulisanya memuat manfaat bekerja sama untuk membuat undang-
undang. Sedangkan perbedaannya adalah pada ketentuan pembuatan undang-
undang. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa secara fungsional konsep
Ahl Al-'Aqd dan lembaga legislatif dapat disamakan karena kedua lembaga ini
memiliki fungsi yang sama yaitu pembuat undang-undang, namun dalam hal
pembuatan undang-undang, kedua lembaga ini memiliki perbedaan. Perbedaannya
antara lain adalah dalam konsep ahl al-hall wa al-'aqd, ketentuan pembuatan
undang-undang harus disesuaikan dengan aturan Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah, tidak
boleh mengubah aturan Allah dan hukum-Nya. utusan. Sedangkan DPR RI dalam

membuat undang-undang tidak berdasarkan agama tertentu.™*

Tesis karya Irham Wibowo Fakultas Syri’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Masa Jabatan Anggota Legislatif
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif Siyasah
Dusturiyyah Tasyri’iyyah, Tesis ini membahas pembatasan kekuasaan pada semua
segmen jabatan pemerintahan adalah untuk melindungi hak asasi manusia warga

negara, serta menghindari kesewenang-wenangan dan menciptakan tatanan

10 Zamharir “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonsia dan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd
Menurut Perpektif Figh siyasah (Kajian Pemikiran Abu Al-‘Ala Al-Maududi)”, Skripsi, Fakultas
Syariah, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2019.

1 Zamharir, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ahl Al-Hall Wa AL-Aqd
Menurut Prespektif Figh Siyasah (Kajian Pemikiraan Abu Al’Ala Al-Maududi) ”, Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2020.
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pemerintahan yang berkualitas. Kemudian dengan adanya pembatasan masa
jabatan, akan membuat fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi menjadi
berjalan. Perbedaanya penelitian yang diteliti bukan sekedar hanya pembatasaan
jabatan namun pembatasaan periode masa jabatan legislatif dilihat dari prespektif

Masalahah Mursalah®?.

Skripsi yang dibuat oleh Mualim yang berjudul “Urgensi Pembatasan
Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia
Perspektif Maslahah Mursalah” berisi penelitian yang dilatarbelakangi tidak
adanya peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan periodisasi masa
jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga terjadilah kekosongan
hukum. Persoalan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan menjadi
penting karena dilihat dari sejarah otoritarianisme masa lalu berupa
penyalahgunaan kekuasaan, karena banyak kasus pejabat di negara Indonesia
orang berkuasa yang lama justru sering menyalahgunakan kekuasaannya. Penulis
merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu apa urgensi pembatasan
periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia serta
bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap permasalahan tersebut. Hasil
dari penelitian tersebut menghasilkan 3 faktor urgensi pembatasan periodisasi
masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Pertama, kekosongan hukum.
Kedua, penyalahgunaan kekuasaan berbentuk korupsi. Ketiga, regenerasi

kepemimpinan. Selain itu, dalam perspektif maslahah mursalah, maka hal ini

2 Irham Wibowo, “Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Prespektif Siyasah Dusturiyyah Tasyri’iyyah”, Tesis, Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

11



termasuk ke dalam tingkatan kemaslahatan umum (maslahah al-ammah) bagi
bangsa dan negara, baik rakyat maupun pemerintah. Kemaslahatan ini dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Perbedaan dengan
penelitian ini terlihat dari segi objek penelitian, Mualim hanya membicarakan
pembatasan periodesasi masa jabatan pada level DPR, sedangkan peneliti sendiri
membicarakan periodesasi pada semua level legislatif mulai dari DPR, MPR,

DPR, dan DPRD.%

Berdasarkan beberapa literatur diatas, hanya terdapat beberapa kesamaan dan
tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
dalam skripsi ini, sehingga penulis menyusun penelitian tentang “Urgensi
Pembatasan Periode Masa Jabatan Legislatif Republik Indonesia Prespektif
Maslahah Mursalah”. Pembatasan periode perlu diperhatikan oleh negara
demokrasi karena tidak menutup kemungkinan pejabat legislatif bisa berlaku over

power atau sewenang-wenang dalam melakukan tugas sebagai wakil rakyat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maslahah Mursalah

Secara etimologi maslahah mursalah itu terdiri dari atas dua kata , yaitu
maslahah dan mursalah. Kata maslahah yang berasal dari kata sholahah
dengan penambahan alif di awalanya yang secara arti berati “baik” lawan dari

kata (buruk boborok, gagal atau rusak) adalah mashdar dengan kata “sholeh”

3 Mualim, “Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Sunan Kalijaga, 2022.

12



yaitu “manfaat” atau terlepas dari pada “kerusakan” Sedangkan almursal
artinya bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun didalamnya
terdapat unsur maslahat yang hendak ingin dicapai dalam rangka untuk
mengimplementasikan tujuan syara’. Mursalah artinya sama dengan

mutlagah, yaitu terlepas.**

Separuh ulama ushul figh berbeda-beda dalam memberikan istilah
maslahah mursalah. Ada yang menyebutnya al-munasib al musalah, ada pula
yang mengatakan kata al-istinlanh dan al-istidalal al mursal. Sedangkan
almursal artinya bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun
didalamnya terdapat unsur maslahat yang hendak ingin dicapai dalam rangka

untuk mengimplementasikan tujuan syara’."®

Jadi hemat penulis Maslahah Mursalah (sering disebut juga asalih
mursalah atau istislah) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan
yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci,*® tetapi didukung oleh
beberapa makna nash. Kalangan hanafiyah menerapkan konsep Maslahah
Mursalah dengan menggunakan metode istihsan yakni suatu metode
pemalingan hukum dari qgiyas atau kaidah umum kepada hukum lain
dikarenakn adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.'” Dengan
demikian konsep maslahah Mursalah pada hakikatnya adalah menghilangkan

kumdhratan untuk mencapai tujuan syara’ oleh sebab itu para ulama

¥ Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), him. 344,

' Ibid, him. 345.

6 Ali Sodigin.Dkk., Figh Ushul Figh : Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di
Indonesia, Buku Materi Pembalajaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014, him. 79.

7 Nasrun Haroen, Ushul Figh I (Jakarta: logos, 1996), him. 121.
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Hanafiyyah menerima maslahah mursalah sebagi dalil dalam menetapkan
hukum. Syarat Maslahah Mursalah diperlukan untuk menghindari
penyalahgunaan maslahah mursalah, syarat-syaratnya menurut Abdul Wahab

Khallaf adalah:

1. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan sekedar
dugaan

2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi

3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan

dengan sumber hukum pokok yaitu al-Qur’an dan Hadis.'®

Landasan Hukum Maslahah Mursalah bersumber dari beberapa ayat Al-
Qur’an dan Al-Hadits yang mencakup pertimbangan kemaslahatan umat
diantarnya adalah Surat Yunus (10) ayat 57-58, maslahah mursalah adalah
segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak
mudharat yang keberadaannya tidak diatur dalam nash dan tidak bertentangan

dengan syari’. Berikut ini beberapa kaidah fikih tentang maslahah mursalah:
Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan*®
Aaliaet L dagia Lo 5 (A play) Gt

Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat®

'8 Abdullah Wahab Khallaf, llmu Ushulul Figh, (Gema Risalah Press, 1996), him.145.
Y Duski lbrahim, Al-Qiwa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah ~Magashid),
(Yogyakarta:Ar-ruzz media, 2019), him. 80.
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Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa, dalam menetapkan dan
menerapkan aturan hukum, seorang mujtahid atau ahli hukum hendaklah
mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi. Dengan ungkapan
ringkas, dalam hukum-hukum yang diturunkan dan ditetapkan selalu
diperhatikan situasi kontekstual (Qira’in ahwal) kaidah Magashid ini
memberikan pemahaman bahwa suatu kebijakan harus bertujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan.?*

Tujuan utama maslahah mursalah adalah kemaslahatan, yakni
memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Apabila
maslahah mursalah dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini yaitu sudut
pandang maslahah mursalah terhadapat urgensi pembatsaan periode jabatan
legislatif , isu masa jabatan menjadi hal yang krusial untuk dipertanggung
jawabkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mewakili rakyat
bahkan penting dalam kemaslahatan warga negara Indonesia yang menganut
sistem demokrasi. Untuk itu maslahah mursalah menjadi pedoman penting
seberapa urgensinya periode masa jabatan seorang legislatif dan
menjadikannya sebuah insturmen hukum yang mengikat warga negara

demokarasi.

2. Teori Konstitusi dan Konstitualisme
Konstitusi adalah aturan dasar pada suatu negara, tempat panduan

bernegara yang paling awal sebelum adanya hukum-hukum lain. Tetapi seara

2 1bid, him. 81.
! Ibid, hlm. 98.
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kedudukan hukum lainnya di bawah hukum dasar yang bernama konstitusi.
Konstitusi menjadi aturan main bagaimana negara dijalaknan, bagaimana
kekasaan bertindak, dan bagaimana masyarakat berbuat untuk melakukan
atau tidak melakukan, serta apa saja hak-hak yang dilindungi pada suatu
konstitusi.??

Konstitusi pada hakikatnya merupakan kehendak rakyat, rakyat membuat
suatu consensus supaya dibuat aturan hidup dalam bernegara. Maka dibuatlah
lembaga pembentuk konstitusi untuk menyelesaikan konstitusi yang
diingikan rakyat. Sehingga daya berlaku konstitusi ada pada rakyat itu
sendiri.?

Sedangkan konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang
berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar
penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Kita ketahui
bersama bahwa negara adalah bentukan rakyat, maka dalam konstitusi ada
kekuasaan yang di batasi agar wakil rakyat yang memimpin tidak melakukan
perilaku yang menyimpang dari kehendak rakyat.?

Apapun jenis kekuasaanya, maka harus dibatasi itulah wujud andil
keinginan rakyat dalam konstitualisme. Baik eksekutif, legislatif, maupun
yudikatif serta lembaga negara lainnya supaya bisa untuk dibatasi.

Pembatasan juga berguna supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak rakyat.

22 Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya
di Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), him. 3.

% Ibid, him. 4

* Ibid.
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Sebab di dalam negara demokrasi kekuasaan harus berganti dari wajah lama

ke wajah yang baru, sebab dengan itulah kediktatoran dapat terberangus.”

Konstitusi  menentukan kelembagaan-Kelembagaan negara serta
kewenangannya, baik kewenangan negara secara herizonatal maupun secara
vertikal yaitu yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada
rakyat jadi sesuai dengan asas negara hukum, pada dasarnya dalam setiap
penggunaan wewenang harus mempunyai legalitas, sebuah konstitusi yang
kompeherensif seharusnya juga menyedihkan mekanisme kontrol (check and
balance) agar setiap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat

dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Dalam hal pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusialisme

maka ada tiga ciri negara hukum klasik yaitu:*°

1. Adanya undang-undang dasar sebagai pertauran tertulis yang
mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.
2. Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan
kekuasaan kehakiman
3. Adanya pemencaraan kekuasaan negara atau pemerintah
Ciri-ciri tersebut sudah jelas menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan
pemerintan dalam negara yang biasanya pembatasan-pembatasan itu

dituangkan dalam konstitusi.

% bid, hlm. 5.
% Ro’is Al Fauzi dan Orien Effendi, “Pembatasaan Kekuasaan Berdasarkan Paham

Konstitualisme Di Negara Demokarasi” Mahsiswa Progam Magister Ilmu Syari’ah Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, Politica, vol.7, No. 2,
Juli-Desember 2020.
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Paham konstitualisme berupa norma khusus yang fungsinya membatasi
kekuasaan dengan prinsip rasional dan negara yang menganut paham tersebut

merupakan negara hukum adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Berlakunya legalitas sebagai standar yang harus diindahkan atau ide-
ide afirmatif yang harus dipenuhi, yang prinsip utamanya adalah
keadilan.

2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak

3. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstirusi, termasuk
penentuan cara procedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin.

4. Ditegagkan asas-asas universal pemerintahan yang baik (good
government). Maka dengan adanya prinsip tersebut bahwa prinsip

demokrasi baru dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Menurut Sri Soemantri, sebagimana yang dikutip oleh Mukhti Fajar,
konstitusionalisme memuat aspek prosedural atau formil maupun substansial
atau materil dari konstitusi. Aspek prosedural atau formil berkaitan dengan
prosedur pembuatan atau perosedur pembuatan konstitusi, serta apakah
konstitusi tersebut bersifat suprme atau superior atau bahkan tidak (misal

kaitan dengan perjanjian internasional).?’

Hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan di negara. Bagi kekuasaan
identik dengan politik, atau setidaknya karena politik atau setiap aktivitas

politik selalu bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Oleh karena itu, agar

27 Nurddin Haddy, Teori Konstitusi dan Negara Demokarasi, Edisi Revisi, (Malang:
Setara Press, 2016), 47-48
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kekuasaan tidak disalahgunakan, maka hukum harus mengendalikan
kekuasaan itu. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan demi terwujudnya
cita-cita bernegara dan demokrasi yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan
reformasi, pemerintah dapat bertindak tegas. Potensi penyelewengan atau
bahkan korupsi manipulasi, kecurangan dan penggelapan kekuasaan itu ada,
jadi bagaimana kekuasaan itu bisa dibatasi. Oleh karena itu, para pendiri
negara kesatuan republik Indonesia harus menjamin. bahwa untuk mencegah
terjadinya penyelewengan kekuasaan harus adanya hukum dalam undang-
undang dan diatur dalam konstitusi. Konstitusi sebagai landasan hukum

diciptakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan..”®

Ketika negara melaksanakan tugasnya berkaitan dengan kekuasaan
namun tidak ada batasnya seperti masa jabatan lembaga legislatif Menurut
Plato penyelenggara negara yang baik ialah berdasarkan pada pengaturan
hukum yang baik, pemikir besar kenegaraan lainnya seperti John Locke,
Montesquieu, memiliki satu pemahamaan bahwa kekuasaan negara harus

dibatasi agar tidak berjalan atas keinginan penguasa.”

Inilah hukum kekuataan kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan
dibatasi sesuai prosedur konstitusional, bisa menjadi sumber bencana.
Kekuatan moral tidak boleh hanya diserahkan pada niat, atau karakteristik

pribadi seseorang yang kebetulan memegangnya. Sehebat apapun seseorang,

%8 Sri Soemantri M, Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaaan, Jurnal Hukum lus
Quia Istum, No. 6, Vol. 3, 1996, him. 3

» Ridwan Hr, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi
Negara, Jurnal Hukum lus Quia lustum Ull, No. 6, Vol. 3, 1996, him. 50-51
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yang namanya kekuasaan tetap harus diatur dan dibatasi, agar kebaikan orang
tidak tertelan oleh hukum besi yang berkekuatan dengan menguasai sektor

kekuasaan yang dipegang..

Maka berdasarkan uraian di atas menurut penulis pembatasan periode
masa jabatan adalah suatu kajian yang mendalam tentang batasan kekuasaan
yang harus diatur di dalam perundang-undangan. Pembatasan periode masa
jabatan dalam hukum tata negara islam ditentukan dengan tindakan diri akan
sadar bahwasannya apabila di biarkan saja maka akan menimbulkan
kesewenang-wenangan. Maka dari itu diperlukannya batasan waktu periode

setiap kepemimpinan dari setiap dewan perwakilan rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian studi
pustaka atau Library research. Jenis penelitian ini berkaitan erat dengan
metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat, mengolah,
atau menganalisis dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Bahan-bahan
pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas seperti
skripsi, abstrak, jurnal, majalah, buku, media informasi, dan masalah-masalah

lainnya. Penelitian kepustakaan lebih banyak mengumpulkan referensi-

% Jimly Asshiddigie, Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta:Sinar
Grafika,2011),hIm 138.

20



referensi yang berkaitan dengan judul. Lalu diolah dalam analisis data yang
mendalam sehingga mengasilkan suatu temuan yang komprehensif.®*
2. Sifat Penelitian

Penelitian  ini  bersifat  deskriptif, karena peneliti  berusaha
mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya.*? Peneliti berusaha
mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnya dan apa adanya. Sifat penelitian
ini juga bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaraan, atau lukisan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar
fenomena yang di selidiki.*®
3. Pendekatan Penelitian

Menerangkan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaraan
dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan penelitian ini lebih
menggunakan beberapa pendekatan terutama dari yuridis-normatif.
Pendekatan perbandingan (conseptual apporch) dengan menjabarkan konsep
dan teori mengenai periode masa jabatan seorang legislatif yang berdasarkan
materi pelajaraan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas hukum,
konsep hukum, dalil keagamaan serta peraturaan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan analitik
yang artinya menganalisis dari sisi hukum yang objek berdasarkan pada teori
yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data penelitian

31 Mustika Ze, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004)
him.3.

%2 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian: Pendakatan Praktis dalam
penelitian, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), him.24.

% Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: ghalia, 1998), him 63.
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Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta

untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan

observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh

informasi. Dalam Penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara literer

yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan masa jabatan

anggota legislatif di Indonesia serta referensi kepustakaan lain yang berkaitan

dengan maslahah mursalah.

a.

Data primier : yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urgensi
pembatasaan periodesasi Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemudian bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, UUD 1945, UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2018
tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), peraturan komisi pemilihan
umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan
DPRD, serta beberapa putusan mahkamah konstitusi.

Data Skunder: berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
maslahah mursalah, teori keadilan Islam, sistem pemilihan umum,
dan konsep perwakilan (representasi). Sedangkan analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan
proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan
data, pemilahan data, pengkategorian, pembandingan, dan penafsiran

data diambil dari jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi atau
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artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga bab
pembahasan dapat disajikan data yang bisa dijadikan sebagai
pembanding bahwa penelitian tentang masa jabatan anggota
legislatif ini adalah orisinal dan memiliki kekhasan karena dijelaskan
menggunakan cara pandang islam khusunya dalam prespektif
maslahah mursalah.

c. Data Tersier: data yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat
digunakan untuk membantu penelitian mendapat pijakan
pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata
negara islam yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis
sekaligus identifikasi permaslahan yang sedang diteliti. Misalanya :
kamus hukum, seminar/perkuliahan, informasi digital, dan KBBI.

5. Pengumpulan dan menganalisis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-
buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan
dengan maksud untuk mempertajam analisis, bahan hukum yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu
pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu
gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang
terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan

dan ilmiah.
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G. Sistematikan Pembahasaan

Sistematika penulisaan dalam penelitian yang berjudul urgensi pembatasaan
periodesasi masa jabatan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia prespektif
maslahah mursalah. Maka penulis membagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan merupakan gambaraan umum tentang objek
penelitian.

Bab kedua, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori
dan konsepsi tentang teori maslahah mursalah, politik hukum Islam dan konsep
pembatasaan kekuasaan negara.

Bab ketiga, akan menjelaskan tentang seputar ragam konsepsi legislatif mulai
dari konsep legislatif di Indonesia, hingga studi komparatif bagaimana legislatif
dalam pandangan Islam

Bab keempat, merupakan bab analisis dari pendalaman kajian maslahah
mursalah dan pembatasan kekuasaan dewan perwakilan rakyat. Analisis di bab ini
adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi
dan format ideal bagi periode masa jabatan kekuasaan legislatif.

Bab kelima, yang berisi tentang bagian akhir penutup, kesimpulan dari
pembahasaan bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran yang berisikan
beberapa rekomendasi yang dipandang perlu, dan daftar pustaka sebagai daftar

tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Tidak adanya batasan berapa periode anggota legislatif boleh menjabat
menjadikan kesetaraan di hadapan hukum tidak mendapatkan tujuan
asalnya. Tujuan asalnya agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat
Indonesia. Sehingga dengan data yang menunjukan hampir setengah
anggota DPR adalah wajah lama, perlu dibuat diskriminasi positif yaitu
membatasi hak anggota lama yang sudah menjabat untuk mencalonkan
diri kembali diperiode selanjutnya. Tujuannya agar calon yang baru bisa
mendapatkan akses yang sama menjadi anggota legislatif, sehingga bisa
terciptanya tujuan equality before the law. Selain itu ide negara hukum
sejalan dengan ide pembatasan. Tidak boleh ada satu cabang kekuasaan
yang luput dari pembatasan. Sekarang Indonesia tidak memiliki batasan
periodesasi masa jabatan legislatif. Hal ini tentu sangat berbahaya sebab
cenderung melahirkan oligarki, dan kekuasaan absolut yang berujung
korupsi. Untuk itu perlunya legitimasi calon yang terpilih benar-benar
dari orang baru, dalam wujud pembatasan periodesasi masa jabatan
dalam legalitas sebuah peraturan.

Maslahah Murshalah memandang perlu adanya periodesasi masa jabatan
sebab akan meningkatkan kualitas anggota legislatif. Anggota legislatif

yang sudah berkali-kali terpilih cenderung menyalahi kekuasaan,
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sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak memberikan
kemaslahatan bagi umat, selain itu Islam melarang umatnya untuk
meminta jabatan, dapat dipahami adanya batasan yang jelas ketika
jabatan masih bisa diisi oleh orang baru, sehingga orang lama yang sudah
berkali-kali terpilin diharapkan tidak mencalonkan diri kembali, dan
mempercayakan kepada generasi baru. Menjadi anggota legislatif
berkali-kali terbukti memperkaya anggota legislatif, sehingga dana
kampanye akan besar dibandingkan dengan masyarakat biasa. Agar
persaingan sehat dan berimbang, maka kita perlu pembatasan periodesasi
masa jabatan, dan melihat gagasan dari masing-masing calon anggota

legislatif.

B. Saran

1.

Opsi pertama supaya Majelelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
mengkaji kembali pentingkah batasan periodesasi masa jabatan untuk
anggota legislatif dengan melibatkan akademisi, atau melombakan kajian
di tingkat mahasiswa, agar mendapatkan kajian yang komprehensif. Bila
dirasa cukup bahan kajian, selanjutnya adakan jajak pendapat bersama
masyarakat untuk melihat kemauan masyarakat seperti apa mengenai
periodesasi masa jabatan. Sehingga bila sudah terkumpul bahan dan
dukungan dari masyarakat, langkah selanjutnya melakukan amandemen
UUD NRI 1945 terkait batasan periodesasi masa jabatan.

Apabila opsi pertama dirasa membutuhkan biaya terlalu banyak, dan

membutuhkan lobi politik yang rumit, pembatasan masa jabatan anggota
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legislatif bisa dijalankan ditingkat UU melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia agar memperbaiki UU MD3 dengan tujuan
menambahkan ketentuan mengenai batasan periodesasi masa jabatan.

Untuk Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti perbandingan ketentuan

batasan periodesasi masa jabatan di negara lain, sebagai studi komparatif.
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